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ABSTRAK 
 
 
 
 
Gratifikasi merupakan kejahatan tindak pidana korupsi yang sangat 
mengganggu integritas serta moral Penyelenggara Negara. Ketika seorang 
Penyelenggara Negara menerima hadiah yang berbau gratifikasi tentunya si 
pemberi gratifikasi akan mempengaruhi wewenang serta tanggung jawab 
Penyelenggara Negara tersebut dalam pengembilan keputusan yang berkaitan 
dengan jabatan dan tanggung jawab Penyelenggara Negara tersebut. Gratifikasi 
merupakan kejahatan luar biasa, dan tentunya perlu penanganan kasus yang luar 
biasa juga. peraturan yang mengatur gratifikasi tertuang pada pasal 12b dan 12c 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001, dalam peraturan tersebut tidak secara jelas membedakan mana pemberian 
yang dapat ditujukan kepada subjek pribadi Penyelenggara Negara, batasan dalam 
pasal tersebut adalah apabila pemberian tersebut berkaitan dengan jabatannya dan 
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sehingga ketika seorang 
Penyelenggara Negara agar dapat mengetahui adanya indikasi tindak pidana 
korupsi maka pemberian tersebut harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 
hari sejak penerimaan tersebut diterima. 
 
 
Kata kunci: gratifikasi, kejahatan luar biasa, subjek pribadi 
 ABSTRACT 
 
 
 
 
Gratification are crimes of corruption are very disturbing moral integrity as 
well as the State Organizer. When a State Officials receive a gift giver would smelled 
gratification gratification will affect the authority and responsibility of the State 
Officials in decisions relating to the position and responsibilities of the State 
Organizer. Gratification is an extraordinary crime, and certainly needs an 
exceptional case handling as well. the rules governing gratuities contained in Article 
12b and 12c of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, the 
regulation does not clearly distinguish which gifts can be directed to the personal 
subject of State Officers, restrictions in the article is that if the provision relating to 
the position and contrary to the obligations or duties. So that when a State Officers to 
be aware of any indication of corruption then the gift should be reported to the 
Commission no later than 30 days after such acceptance is received. 
 
 
Keywords: gratification, extraordinary crime, personal subject 
 BAB IV 
 
 
PENUTUP 
 
 
4.1 Kesimpulan 
 
1. Gratifikasi dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah 
pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat 
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 
lainnya. Grafikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di 
luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik 
atau tanpa sarana elektronik, Bahwa gratifikasi merupakan kejahatan luar 
biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya mengkhianati integritas serta 
moralitas seorang penyelenggara Negara terhadap jabatannya tetapi juga 
melukai kepercayaan masyarakat Indonesia yang telah mempercayakan 
tanggung jawab mengemban tugas Negara kepada penyelenggara Negara 
tersebut. 
 
2. Tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai batasan jumlah dan kriteria 
pemberian yang diperbolehkan kepada penyelenggara negara saat 
mendapatkan hadiah atau pemberian yang ditujukan untuk diri pribadi 
penyelenggara Negara pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, karena seorang penyelenggara Negara juga memiliki 
kehidupan sosial yang suatu saat akan menemukan kondisi menerima 
pemberian dari teman, saudara yang juga berprofesi sebagai 
 
 
 
 
 
 
 pengusaha/rekanan dalam tender negara, akan tetapi terdapat klasifikasi 
antara gratifikasi legal (yang diperbolehkan) dan gratifisi ilegal (yang tidak 
diperbolehkan) dengan mengacu pada penjelasan KPK dalam buku 
memahami gratifikasi bahwa gratifikasi yang legal adalah gratifikasi yang 
diberikan tanpa adanya vested oriented, dalam batas kewajaran, dan tidak 
berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara 
Negara, namun jika penyelenggara Negara tersebut ingin mendapatkan 
kejelasan (vested interest) terhadap pemberian yang diterimanya, harus 
melakukan pelaporan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari sejak 
barang tersebut diterima mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
 
4.2 Saran 
 
1. Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (extra 
ordinary crime) yang sangat membayakan bagi proses birokrasi di 
Indonesia, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam 
pengaturannya, yaitu terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur 
kejahatan tersebut bagi penyelenggara Negara. 
 
2. Indonesia merupakan Negara yang tidak lepas dari adat ketimuran yang 
sangat menghormati seseorang dengan memberikan sesuatu berupa oleh-
oleh jika mengunjungi suatu tempat, memberikan sumbangan/hadiah jika 
teman/kerabat/saudara mempunyai hajat berupa pernikahan, khitanan 
ataupun acara adat yang lain, jika pemberian-pemberian tersebut membuat
 seorang penyelenggara Negara was-was atau gusar untuk menerimanya 
bahkan cenderung menolak dalam pemberian tersebut tentunya juga tidak 
baik dalam proses kehidupan sebagai subjek pribadi masyarkat penyelenggara 
Negara tersebut, maka dari itu perlu adanya pengaturan yang jelas yang 
tertuang dalam undang-undang mengenai pemberian yang diperbolehkan bagi 
subjek pribadi penyelenggara Negara tersebut mulai dari jenis pemberiannya 
dan jumlah pemberiannya sehingga hal tersebut memberikan kejelasan serta 
keuntungan baik bagi penyelenggara Negara sendiri ketika menerima suatu 
pemberian bagi subjek pribadinya yang tidak perlu lagi meragukan serta takut 
status pemberian tersebut menyeretnya kepada kejahatan tindak pidana 
korupsi, juga bagi KPK akan lebih memudahkan kembali dalam melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi karena kejelasan jenis serta jumlah yang 
ditetapkan dalam undang undang akan memantapkan langkah KPK dalam 
melakukan penangkapan koruptor ini, dan tidak ada alasan lagi ketika 
penangkapan dilaksanakan koruptor tersebut berkilah akan melaporkan 
pemberian kepada KPK. 
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